
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/MENKES/612/2016 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang   :  a. bahwa untuk mencapai indikator jumlah rumah sakit 

kelas D pratama yang dibangun sesuai RPJMN 2015-

2019 dengan memperhatikan upaya-upaya peningkatan 

akses pelayanan kesehatan rujukan sesuai kebutuhan 

daerah, perlu mengatur mengenai lokasi rumah sakit 

kelas D pratama yang akan dibangun setiap tahun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Penetapan Lokasi Rumah 

Sakit Kelas D Pratama Tahun 2016; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
4. Undang-Undang… 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

 

 

8. Peraturan… 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 246); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 

tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); 

 

 

 

15. Peraturan… 
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1508); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat 

Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, 

Nomor 16); 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2015–2019; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 

LOKASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TAHUN 2016. 

KESATU :  Menetapkan Kabupaten/Kota yang menjadi lokus rumah 

sakit kelas D pratama tahun 2016 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Menteri ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUA… 
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KEDUA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2016 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/MENKES/612/2016 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI RUMAH SAKIT 

KELAS D PRATAMA TAHUN 2016 

 

LOKASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TAHUN 2016 

 

No PROVINSI KABUPATEN / KOTA 
A DANA ALOKASI KHUSUS APBN 
1 Papua Tolikara 
2 Papua Yalimo 
3 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 
B DANA ALOKASI KHUSUS APBN PERUBAHAN 
1 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 
2 Kalimantan Barat Bengkayang 
3 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 
4 Sulawesi Utara Tomohon 
5 Sulawesi Selatan Pangkajene dan Kepulauan 
6 Sulawesi Selatan Pinrang 
7 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 
8 Nusa Tenggara Barat Dompu 
9 Nusa Tenggara Timur Ende 
10 Papua Waropen 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 
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